KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN
Nomor: 39/1V/PTSN-PS/KISB/2019
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa
Informasi Publik Nomor Registrasi 06/XI/KISB-PS/2018 yang diajukan oleh :

Nama : Zaimon, S.H
Alamat : Jl. Raya Koto Baru No. 243 A Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung,
Kabupaten Solok;
selanjutnya disebut sebagai Pemohon.
Terhadap
Nama : Atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Solok
Alamat : JI. Raya Koto Baru No. 329 Kabupaten Solok
yang dalam persidangan diwakili oleh Penerima Kuasa :
= Mailusiana, 8,SiT, M.M selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha:
- Maifal Etek sclaku Kcpala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan
Pembinaan PPAT
Mercka scmua merupakan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kantor Pertanahan
Kabupaten Solok berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 183/13.100.02/111/2019 tertanggal 28
Mmmlymmmmmxmmmmmmﬁmg
bernama Marjohan, A.Ptnh selanjutnya disebut sebagai Termohon.
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon:
Telah mendengar keterangan Termohon;



2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] bahwa menimbang Pemohon
Informasi Publik tertanggal 27 November 2018
2018 dan terdaftar di Kepnnmxommhfmmu
pdamgplmsmmmﬁmmm:

telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa
dan diterima pada tanggal 28 November
Wsmmmmmmgsd

Kronologi
[ZJ]Hmuhmmy:mpdkaumuhonﬂhfumﬂwblikmahluimmmmllmf

msmmmwmmmwwmmmm
'ymgdhnimnoiehkmohonldllahwﬁrhhmm
semua dan/atau seluruh mmrmsbuhuhmmmmm-symtmrbim
Sertifikat Hak Milik atas nama SISILIA HERMI No. 01410 tertanggal 05 Juni tahun 2018
dmgmh-li.mmctﬂpﬂ!niidimﬂ'ihim?m.
pj}memmmahdmmwmmmwmmmmm
Pmmddnﬁ:mtwuomwuwdumﬂmslm:
495/P.13.02-300/X/2018 yang pada intinya menyatakan tidak dapat mengabulkan
p-r-ninnrmhoubuimrh-mmrmmmnw
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;

[2.4] bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan Warkah Kepada Kepala
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat tertanggal 15 Oktober 2018 yang
pada pokoknya memyampaikan Keberatan karena Kantor Pertanshan Kabupaten
Solok telah menolak permintaan Pemohon;

[2.5] bahwa atas tidak ditanggapinya surat keberatan, Pemohon kemudian mengajukan
Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat tertanggal 27
November 2018 dan diterima pada tanggal 28 November 2018 melalui Petugas

Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera g
Barat dan diterima

pﬁ.ﬁ]mmmmﬁmmmmmﬁmsmg
Ajudikasi dan Mediasi Sengketa Publik @ guo pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019
mwwamxmmm@mmwrdmamutmm
Informasi Provinsi Sumatera Barat, legal standing Pemohon dan legal standing Termohon,
batas waktu pengajuan permohonan Sengketa Informasi Publik dalam sidang a quo
Pemohon dan Termohon hadir serta sesuai dengan fakta persidangan para pihak belum
memenuhi legal standing;



B. Alat Bukti
Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan Ajudikasi Pemohon memberikan keterangan
dan berdasarkan Bukti P 1 — P §, sebagai berikut :

1. bahwa untuk mendapatkan informasi @ quo Pemohon telah pernah mengajukan
permohonan informasi, keberatan informasi dan Permohonan Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan di
dalam persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Sumatera
Barat.

[2.11] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti P-1 | Copy/salinan Surat Permohonan Informasi Pemohon kepada Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Solok tertanggal 8 Oktober 2018 dan diterima pada
tanggal yang sama oleh petugas yang bernama Henni di kantor pertanahan

Bukti P-2 | Copy/salinan surat tanggapan atas permohonan informasi Pemohon oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Solok tertanggal 10 Oktober 2018;
Bukti P-3 | Copy/salinan Surat Permohonan Warkah yang pada intinya Keberatan

Pemohon kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Perianahan Nasional




= Drovins: Sumatera Barat tertanggal 15 Oktober 2018; |
Bukti P-4 CowfsaﬁnmldmﬁmDhiPm}mnbnuleWmmaﬁinlEfmdi;—
SMWWWIEWZNEWPM

Bukti P-5
Kuasa;

Bukti P-6 | Copy/salinan {dentitas Diri Kuasa Pemohon

Bukti P-7 Cnpwsllinmmw Kuasa Pemohon atas nama Zaimon

Bukti P-8 cmfmmmmwmm Informasi Publik ke Komisi
llnforwisunnhurwu_nmlﬂﬂmhuzmi; B

[2.16] mem-mmﬁmmmmmph.m
nmhﬂﬂke;ldlhbjdisxmiﬂmﬂlgﬂmnbﬂithmmﬁ:
a. Primer

Keterangan Termohon

[2.17] Menimbang bahwa dalam persidangan Ajudikasi Non — Litigasi agenda pemeriksaan
awal [2.7] Termohon hadir dan memberikan keterangan serta bukti T 1 - 2 sebagai berikut :

1. Bah i
wa berdasarkan fakta persidangan tertanggal 29 Maret 2019, Termohon belum
: "
memahami mengenai ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 serta turunan Undang-Undang tersebut;

2. Bahwa dalam persidangan Termohon memberikan penjelasan terkait dengan
Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kantor Pertanal
upaten Solok dibentuk pada tanggal 2 Januari 2019;

3. Bahwa dalam Persidangan Termohon memberikan keterangan .
mekanisme 2 . (g
ketentuan/SOP yang mengatur secara khusus;

4. Bahwa dalam persidangan Termohon menjelaskan item permohonan Pemohon
icrscbut tidak dapat diberikan karena Termohon merujuk kepada Pasal 192



A. Kesimpulan Pemchon
[3.1]Mmsmmuhmmmdd¢mmwimkﬂ'm' pulan.

B. Kesimpulan Termohon
[3.2] Menimbang bahwa Temohon tidak menyampaikan kesimpulan

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi
hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang — Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan
mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima,
memeriksa dan memutus permohonan a quo;

2. Kedudukan hukum (Jegal standing) Pemohon:
3. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon;

4. Batas waktu pengajuan informasi publik;



Barat
Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera

ESIMMMMWWMImt{#}.?nmllmgh{ﬁ].?mn]%aymu}
hl;:ﬁl.PuaIZTuym{l}hmﬁa.h.c.dmd.Pmnﬁ axnttl)hmﬁEUndans-Und:l;sn
Nomor HTmuuMleﬁMhblikjmhﬂﬁaynm '
yat{#)mmﬁnmiailnﬁnrmﬂ Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian
a B &

Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang
mm;ﬂeu&mﬁm;kzﬂlnfumﬁ?uhﬁk. |
[4.4] Menimbang bahwa permohonan @ quo merupakan p:rrmolﬂﬂ WMMi
Senukmlnfomuihdalikmmmﬁmmlnkm@p«mmm
wmwmﬂdmmasammhmﬂuum

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, dan ¢ Undang-Undang

Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, dan ¢

“Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

1. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;

2 Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik
terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa
Informasi Publik;

3. Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak
yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. "

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] dan paragraf [4.5] Majelis
berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa,
memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a guo.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1)
huruf e, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf ¢ Peraturan
Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
(selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2010) juncto Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.
| Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon

Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
kepada Komisi Informasi;



Mnﬁ-s-nwumm;
i berdasarkan fakta permohonan : -
[4.11]Mmhmgb|hwa .
L Pmmwlsomwmlapmmmnmt permohonan informasi

tersebut;
3. Pada tanggal 15 Oktober 2018 Pemohon kembali mengirimkan surat

permohonan informasi warkah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional
(BPN) Provinsi Sumatera Barat yang pada intinya menyatakan keberatan terkait
dcugmj:mhnyangtclahdibeﬂkmulehﬂﬂhrmw&hk
tersebut;

4. Pada tanggal 27 November 2018 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Sumatera Barat dan diterima pada
tanggal 28 November 2018 sclanjutnya mengisi formulir permohonan dengan
nomor 06 di hadapan Petugas Kepaniteraan.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan
Pasal 35 ayat (1) UU KIP yang menyatakan:
“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis
kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan
berikut:
a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecuali
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17;
b. Tidak disediakennya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9,
¢. Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
d. Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;



£ Peng:nnnhiaynymgﬁdnkwajar;dm'm
g Penyampaian informasi yang melebihi waktu
Undang ini.

ymgdiﬂm:h]ﬂnum

Pmll‘tyﬂﬂ}lmmmmhnz .
“Atasan Pejabat MmmMMumliinu{l)mbﬁm
ukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam

kaﬂmm:ﬁaj
jmghmhupulinsmhatlﬂ (ﬁanpuluh}lwikuiuejakdherimmyﬂkabmm

secara tertulis;

Pasal 37 ayat (1) UU KIP menyatakan :

“Upaya penyelesaian sengketa informasi publik digjukan kepada Komisi Informasi
Mdm#mxmﬂﬁmfmmirmﬁmiwmmisimfommsi
WMWWWMWhMMM1
wuummmmmmmmmmmm
Pemohon Informasi PUblik.™

Pasal § Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang
PPSIP menyatakan :
“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh
apabila :
a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh
Atasan PPID; atau
b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan

kepada Atasan PPID dalam jangks waktu 30 (tiga puluh) hari kerja scjak
keberatan diterima oleh Atasan PPID.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan
Pasal 36 ayat (1) PERKI tentang PPSIP yang :
8) Kewenangan Komisi Informasi;
b) Kedudukan hukum (legal Standing Pemobon untuk mengajukan
permohonan penyelesaian sengketa informasi;
¢) Kedudukan hukum (legal standing) Termohon scbagai Badan Publik di
dalam sengketa informasi;
d) Batas waktu pengajuan permohonan sengketa i .



Mﬁqﬁ{l)rmmrﬁlrfm-mnnhn

dan keterangan Pemohon
(4.12] Mmﬁmhmimbﬂmmg M:uﬁmwwmmmmjammmﬂh
pldlpﬂlidmumpdﬁwi ' s Ksbopeen i, oot
diberikan oleh Badan Publik dalam hal ini Kantor s
mmmmwmmwmm
Provinsi Sumatera Barat;
[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai paragraf [4.12]
MWWWMWHNPMMPWHn
mwmmrummmm-mﬂlqmtm
standing sebagai Pemohon dan dalam hal pemgajuan keberatan atas jawaban
mwmmmmmwm
kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi
Sumatera Barat akan tetapi Pemohon scharusnya mengikuti mekanisme yang telah diatur
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Keberatan tersebut diajukan
kepada Kcpala/Atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Solok.
[4.14) Menimbang bahwa Majelis Komisioner menyatakan tidak ima kedudukan
hukum (fegal standing) Pemohon, maka Majelis Komisi St ran

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

[4.15] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang — Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan :

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. dan badan lain yang
fungsi dan tugas pokolmya berkaitan demgan penmyelenggaraan negara, yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, aiau Organisasi



dari
Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

i 15
[4.16]Menimbang bahwa, Rab 11l Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 20 tahun Zln
tentang Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan; (1). Untuk menyelenggarakan tugas .
fungaiBPHdidmnhdihmkamﬂmWiEﬂhBPNdipmﬁmidmumahm
kabupaten/kota; (2) wwmumﬁmmmaymmm
dibentuk lebih dari 1 (satu) Kantor Pertanahan di tiap kebupaten/kota; (3) Tuw:, fungsi,
ummmmmmkeﬁaxmmrwmyahﬂ?ﬂdmxm?mhndmhpm
nlehKepﬂlmhhmmdlpﬂlpua:mjumdaﬂmaﬂﬂiymmmyﬂmnhﬁw
mmﬁﬁmmmmmmmmmmwmmmm
Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pendanaan PunllS;Seg,ﬂaPnﬂmnymgd:pulukm
mpdmmmwﬂmmumkmmwpmmm
Belanja Negara; |
[4.17) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.15] sampai dengan
paragraf [4.16] Msjdisberpenthpuh-hwnTmmhmmunﬂikiugummy:lmggunhn
urusan tertentu dan telsh memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai
Badan Publik.

5. KESIMPULAN
Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum dipersidangan awal, Majelis Komisioner
berkesimpulan:
[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan
menjatuhkan putusan terhadap permohonan a guo;

[5-2] Pemohon tidak memenuhi kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan sengketa informasi publik dalam perkara @ guwo karena berdasarkan fakta
dalam persidangan Pemohon merupakan perwakilan dari kaumnya yang tidak memiliki
surat kuasa dari kaum tersebut;

[5.3]) Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menjadi Termohon
dalam perkara a quo;

[5.4] Menimbang bahwa batas waktu permohonan Informasi Publik telah terpenuhi;



4. AMAR PUTUSAN
Memutuskan
Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta
persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :
(6.1] Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi Pemohon;

(6.2] Memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan Permohon ulang kembali kepada
Kmnoermthnbupnt:nSnlokmuaidmammnhnimyﬂngmhhdimdalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Arif
Yumardi, S.T sebagai Ketua Majelis, Nofal Wiska, S.IP dan Arfitriati, S.Ag masing-
mﬁwmw.mmwm@aaﬁmwmmw
mmmmmmmmmmmwumﬂmwmh
wmmmymmmyumﬁmmmmmmm
Sup-tﬂ,s.ﬂschagniPmiummnﬁdihadiﬁuthnmhmmemhm

Ketua Majelis
o
Arif Yamardi, S.T
ggota Majelis Anggota Majelis
‘h"'-‘ﬁ »h
Nofal Wiska, S.IP A SAg
Panitera Pengganti

aﬂ/(

Kiki Saputra, S.H

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat
berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kcicrbukaan Informasi
Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5)



Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik.

Padang. 15 April 2019
Panitera Pengganti

f’\l

Kiki Eko Saputrs, S.H



